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ABSTRAK 
 
ARFANDI, B111 13 032. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kekerasaan Terhadap Anak dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam 
(Studi Kasus Putusan No.99/Pid.sus/2015/PN.Blk) di bawah bimbingan 
Syukri Akub, sebagai pembimbing I dan  Wiwie Heryani, sebagai 
pembimbing II.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penerapan  hukum  pidana materiil  terhadap   kasus  kekerasan terhadap 
anak dan  tanpa  hak   memiliki  senjata  tajam dan mengetahui 
bagaimana pertimbangan hukum hakim  dalam  menjatuhkan putusan 
terhadap perkara  kekerasan terhadap anak  dan   tanpa  hak  memiliki  
senjata  tajam. 
Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bulukumba. Dimana 
penulis mengambil data yang diperoleh langsung dari sebuah putusan 
pengadilan dan wawancara kepada majelis hakim yang menangani 
perkara kekerasan terhadap anak dan tanpa hak memiliki senjata tajam. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis deskriptif. 
Hasil putusan majelis hakim sudah sesuai dengan 
perundangundangan namun menyalahi prinsip pemidaan concursus 
dimana seharusnya hukuman terdakwa diperberat laghi dengan cara 
menambahkan 1/3 hukuman dakawaan keduanya, meskipun demikian 
bilamana ada putusan yang lebih ringan dari apa yang diatur dalam 
undang-undang itu dikarenakan pertimbangan-pertimbangan majelis 
hakim seperti mempertimbangkan baik dari segi pidana materiil maupun 
dari segi pidana formil. Dari segi pidana materiil, hakim berpendapat 
bahwa semua unsur pasal telah terbukti di persidangan dan pelaku 
melakukan dengan sengaja (ada kesalahan). Pelaku adalah orang yang 
mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan yang menghapuskan 
pemidanaan (baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf), sedangkan 
dari segi pidana formil, syarat pembuktian menurut KUHAP telah 
terpenuhi. 
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terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. 
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yang sebesar-besarnya kepada  
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sumbangsih ide dan saran terkait kasus yang diangkat sebagai 
bahan kajian skripsi ini, 
7. Saudara seperjuangan ASAS 2013 terkhusus Muhammad Reski 
Ismail, Rusdianto, Nurhidayat Hamzah, M Ibnu Maulana, Andi 
Aksan Anugrah, A Lasinrang Umar, Supriadi, A Rifki Entengo, 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan sebuah negara yang mendasarkan segala 
kehidupan bernegaranya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila sebagai grondnorm 
yang kemudian terijewantahkan ke dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia sebagai batang tubuh atau pedoman 
umum. Pancasila dan UUD NRI 1945 juga dikontsruksikan sebagai 
pedoman setiap tingkah laku warga Negara Indonesia. Di samping hal 
tersebut Indonesia merupakan negara yang menempatkan hukum 
sebagai panglima yang artinya dalam pelaksanaan ketatanegaraannya 
haruslah berdasarkan hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 
“Negara Indonesia adalah negara hukum” oleh sebab itu pula bahwa 
segala perilaku warga negara Indonesia tidak boleh menyimpang dari 
peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Negara 
Indonesia menegaskan bahwa penegakkan hukum harus mampu 
menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat 
serta mencapai tujuan negara. 
Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas dituangkan 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tahun 1945 dalam alinea ke-empat bahwa Negara bertujuan 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
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Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.1 Berdasarkan hal 
tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan 
perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.  
Cita luhur tersebut semakin kabur jika kita kembali melihat fakta 
yang terjadi di masyarakat sepertinya kita masih terlalu jauh dari tujuan 
negara kita dan hukum yang dianggap sebagai kendaraan menuju cita 
luhur bangsa Indonesia. Di peradaban yang terus berkembang seperti 
sekarang ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak 
dan beragam jenisnya, hal tersebut juga dipengaruhi oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang pesat. 
Perubahan karena perkembangan zaman serta pergeseran nilai-nilai 
merupakan keniscayaan di tengah tuntutan kehidupan manusia yang 
semakin beragam dan meningkat, hal tersebut turut mengontrol 
perilaku kehidupan manusia di era pesatnya globalisasi seperti 
sekarang, terkhusus di Indonesia. Pergeseran nilai yang ekstrim juga 
berdampak pada pola tingkah laku manusia yang menyimpang dari nilai 
budaya  bangsa Indonesia, bahkan banyak yang sampai menyimpang 
dari norma-norma dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Perilaku-perilaku yang menyimpang sangat berpotensi pada 
terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan 
                                                                
1 Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan 
secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan 
keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu 
dirumuskan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang 
kemungkinan akan timbul, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit 
untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya 
kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan 
perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum 
akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, 
termasuk permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring 
dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.  
Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu 
keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana 
kekerasan. Kekerasan merupakan suatu tindakan kesewenang-
wenangan yang dilakukan untuk menyakiti seseorang baik secara fisik 
maupun secara psikis. Tindak pidana kekerasan terus berkembang 
hingga sekarang, berbagai bentuk kekerasan telah banyak terjadi 
bahkan kini seringkali kita dapatkan fakta bahwa anak yang rentan 
menjadi korban dari tindak pidana tersebut. 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 
dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia 
seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda 
penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan 
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mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap 
anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan 
berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan 
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa 
diskriminasi. 
Dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945) telah menjamin hak-
hak dasar yang diakui oleh hukum positif bagi anak-anak Indonesia, 
yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”.2 
Anak adalah kelompok rentan (vunerable group) yang secara 
khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan 
kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional. 
Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai 
masalah anak. Undang-undang yang mulai berlaku Sejak 31 Juli 2014 
ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak yang sudah dianggap tidak sesuai lagi 
                                                                
2Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 
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dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara 
komperehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang 
sedang berhadapan dengan hukum. 
Kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga maupun 
lingkungan sosial/pergaulan terjadi di hampir seluruh wilayah negara 
Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar perilaku menyimpang 
tersebut juga merambah sampai ke kota-kota kecil termasuk di 
Kabupaten Bulukumba. Dalam kurun waktu lima bulan terakhir kasus 
kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Bulukumba 
mencapai 84 kasus.3 Kedudukan anak yang rentan menjadi korban 
kekerasan memang sangat perlu diperhatikan meskipun telah berlaku 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh 
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(“UU 35/2014”) ternyata belum juga berdampak signifikan terhadap 
tindak kekerasan terhadap anak. Bentuk penganiyaan/kekerasan yang 
dialami oleh anak bermacam-macam, mulai dari pemukulan sampai 
penusukan dengan senjata tajam seperti kasus yang pernah terjadi di 
Bulukumba. 
Kebiasaan membawa, memiliki bahkan menyimpan senjata tajam 
juga tidak lepas suatu tindakan yang bermaksud untuk melindungi diri 
                                                                
3 Rahamatullah, http://news.rakyatku.com/read/7303/2016/06/01/5-bulan-kekerasan-
anak-dan-perempuan-capai-84-kasus-di-bulukumba, diakses pada tanggal 25 Oktober 
2016 pukul 19.46 wita 
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dari kejahatan. Begitu pula dengan adat istiadat yang berkembang di 
masyarakat, dengan sendirinya akan menjadi sesuatu yang sulit 
dirubah atau ditinggalkan. Kebiasaan untuk memiliki, menyimpan, dan 
membawa senjata tajam seperti yang dilakukan khususnya oleh 
masyarakat Sulawesi Selatan, dianggap masyarakat sebagai perilaku 
yang biasa saja, bahkan ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan 
kebiasaan yang sekaligus pertanda kejantanan kehormatan diri atau 
sebaliknya untuk membela diri (harga diri atau martabat). Apabila 
kehormatannya merasa dilanggar dalam arti harkat dan martabatnya 
merasa diinjak-injak, maka mereka akan melakukan pembelaan 
terhadap kehormatannya dan bahkan tidak segan-segan melakukan 
konflik berdarah. Kebiasaan membawa dan memiliki senjata tajam 
untuk menjaga dan membela kehormatannya atau harga dirinya, 
sesungguhnya bukan lagi merupakan suatu hal yang terpuji apabila 
dipandang dari sudut kebudayaan dalam arti luas (sosiologis), dimana 
secara yuridis harus tunduk pada Hukum Positif yang berlaku di wilayah 
Republik Indonesia.  
Suatu kenyataan sosial bahwa kebiasaan memiliki, menyimpan, 
dan membawa senjata tajam bagi masyarakat Sulawesi Selatan 
dianggap merupakan hal yang biasa-biasa saja dilakukannya, 
meskipun masyarakat telah mengetahui bahwa hal ini adalah suatu hal 
yang dilarang oleh ketentuan hukum dan perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia apalagi sampai menggunakan senjata tajam 
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tersebut untuk melakukan kekerasan terhadap anak seperti pada kasus 
yang pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba pada perkara 
Nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK. Kasus tersebut terjadi di wilayah 
hukum kabupaten Bulukumna, Anak yang masih di bawah umur ditikam 
dengan senjata tajam oleh pelaku tanpa ada masalah keributan 
sebelumnya, kasus ini akhirnya dilaporkan kemudian akhirnya diadili di 
Pengadilan Negeri Bulukumba. Kasus tersebut sangat relevan dengan 
materi yang akan kami kaji sehingga penulis bermaksud untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 
Kekerasan Terhadap Anak dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam” 
(Studi Kasus Nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, maka 
penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Kasus Kekerasan Terhadap 
Anak dan Tanpa Hak memiliki senjata Tajam dalam perkara pidana 
nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK ? 
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara 
Kekerasan Terhadap Anak dan Tanpa Hak memiliki senjata Tajam 
perkara Pidana nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Kasus Kekerasan 
Terhadap Anak dan Tanpa Hak memiliki senjata Tajam dalam 
perkara pidana nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK 
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara 
Kekerasan Terhadap Anak dan Tanpa Hak memiliki senjata Tajam 
perkara Pidana nomor : 99/Pid.sus/2015/PN.BLK 
D. Manfaat Penelitian  
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun 
manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  
1. Segi teoritis  
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan 
pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya, perkembangan Hukum Pidana khususnya mengenai 
Kekerasan Terhadap Anak. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi, 
pengetahuan dan pemikiran kepada pendidikan ilmu hukum 
mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di abad ini.  
c. Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani 
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
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Makassar serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut 
mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana kekerasan 
terhadap anak di Indonesia.  
2. Segi Praktis  
a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang 
hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau 
instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum yang 
senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat 
ditegakkan.  
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi 
masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang diteliti.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Tinjauan Yuridis 
Secara etimologi Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan 
“yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari 
dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “–an” menjadi tinjauan 
yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat 
diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa 
sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut 
hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, tinjauan yuridis 
dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan 
data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif 
terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-
undang. 
Pendapat lain mengenai Tinjauan Yuridis didasarkan atas kajian 
Hukum Pidana, yaitu dapat kita samakan dengan mengkaji Hukum 
Pidana Materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap 
semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-
tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur 
tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana 
yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. 
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B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana 
kekerasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi dari 
tindak pidana. Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Hukum 
pidana negara Anglo-Saxon memakain istilah offense atau criminal act. 
Dikenal juga istilah delik yang berasal dari bahasa Latin, yaitu delictum. 
Dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Jerman dan 
bahasa Belanda disebut delict. Hukum pidana Belanda juga memakai 
istilah strafbaar feit. 
Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya disebut KUHP, yang digunakan di Indonesia bersumber 
pada Wetboek van Strafrecht Nederland, maka pembentuk Undang-
Undang kita menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa 
yang kita kenal sebagai tindak pidana. Namun para pembentuk 
Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut 
mengenai strafbaar feit itu. 
Strafbaar feit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit. Yang 
masing-masing memiliki arti : 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum 
Baar diartikan sebagai dapat dan boleh 
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Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.4 
Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaar feit 
tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah 
tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. 
Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya 
adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan.5 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan 
sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam 
oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan 
syarak tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang 
dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.6 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari 
barat (Eropa) yakni: 
a. Van Hamel 
Kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan 
dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana 
(strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.7 
b. Hazewinkel Suringa 
                                                                
4 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, 
Yogyakarta, hlm.19 
5 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana 1, Bagian 1;Stelsel Pidana, Tindak 
Pidana,Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo 
Persada,Jakarta, Cetakan ke-5, hlm.72. 
6 Achmad Ali, 2010, Yusril Versus Criminal Justice System, Umitoha Ukhuwah Grafika, 
Makassar, hlm. 48. 
7 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-8, 
hlm.69. 
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Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah 
ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 
sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana 
dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa 
yang terdapat di dalamnya.8 
c. Pompe 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.9 
d. Simons 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang 
yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 
oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum.10 
Alasan  dari  Simons  mengemukakan  bahwa strafbaar  feit  
itu  harus dirumuskan seperti di atas adalah karena: 
a. Untuk adanya suatu straafbaar feit diisyaratkan bahwa disitu 
terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
                                                                
8 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, Cetakan ke-4, hlm. 182. 
9 Ibid 
10 Ibid 
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diwajibkan undang-undang di mana pelanggaran terhadap 
larangan atas kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai 
tindakan yang dapat dihukum. 
b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan 
itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan dengan undang-undang; 
c. Setiap straafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onerchtmatigehandeling.11 
Beberapa pengertian straftbaar feit dari para pakar hukum dari 
Indonesia yakni: 
a. Andi Hamzah 
Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).12 
b. Moeljatno 
Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundang-undangan.13 
c. Wirjono Prodjidikoro 
Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.14 
                                                                
11 Ibid 
12 Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72. 
13 Adami Chazawi, Loc.Cit. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat 
yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam 
alam lahir (dunia).15 Secara umum tindak pidana yang terdapat di 
dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat 
membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri 
atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut 
dapat diutarakan sebagai berikut. 
Pengertian unsur subjektif yaitu segala sesuatu yang berasal dan 
melekat pada dari pelaku termasuk segala sesuatunya yang 
terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif tindak pidana : 
a. Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa). 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging 
seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
pada delik pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain. 
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan 
berencana. 
                                                                                                                                                                               
14 Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Bandung, 
Cetakan ke-3, hlm.50., Dalam, Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis 
diIndonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-2, hlm.58. 
15 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 64. 
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e. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat dalam rumusan 
tindak pidana pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar 
fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah : 
1. Sifat melawan hukum. 
2. Kualitas dari si pelaku misalnya pelaku adalah seorang pegawai 
negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu 
penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan 
tersebut. 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan 
beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut : 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. 
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih 
ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman 
pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana 
penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan 
kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran 
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yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar 
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara 
kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in 
abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang 
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu 
dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak 
dipidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah 
umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah 
melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana 
formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya 
suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian 
tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. 
Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian 
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digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya 
dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah 
menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, sipa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. 
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya 
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 
sengaja(dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa. 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan 
tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya 
berupaperbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan 
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yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari 
anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang 
melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak 
pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. 
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP 
adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam 
yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak 
murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang 
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya 
semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 
Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak 
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi 
dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak 
pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan 
dengan tidak berbuat /atau mengabaikan sehingga akibat itu 
benar-benar timbul. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopendedelicten. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
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sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung 
terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak 
pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan 
suatu keadaan yang terlarang. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah 
semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi 
hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat di luar 
kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada 
umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di 
dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP. 
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat  dibedakan  antara  tindak  
pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 
semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada 
umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk 
berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak 
pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada 
perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat 
dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai 
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negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan 
pelayaran), dan sebagainya. 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 
tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini 
adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 
terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari 
yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak 
pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih 
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan 
pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, 
atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang 
diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak. 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 
Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar. 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
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Tindak pidana dalam bentuk pokok driumusukan secara lengkap, 
artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara 
itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak 
mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar 
menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk 
pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringanlan secara tegas dalam 
rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap 
bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih 
berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana 
bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum 
yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi 
ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, 
dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I 
KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran 
tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan 
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hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana 
seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV 
KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan 
seterusnya. 
k) Dari  sudut  berapa  kali  perbuatan  untuk  menjadi  suatu 
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak 
pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana 
dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu 
yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, 
disyaratkan dilakukan secara berulang.16 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pemidanaan 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan 
pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah 
umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum 
untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan 
                                                                
16 Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2007, Makassar, 
Dalam, Amir Ilyas, Op.Cit., hlm.28. 
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pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan 
dengan hukum pidana. 
Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada 
pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan 
akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan 
tindakan karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. 
Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi suatu yaitu 
memperbaiki pembuat. 
Pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga 
tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
2. Teori-Teori Pemidanaan 
Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan 
pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan 
teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori 
gabungan.17 
a. Teori Pembalasan 
Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena 
seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini 
antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat 
                                                                
17 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar, Refika Aditama, 
Bandung, hlm. 141-145. 
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coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat 
terakhir harus menjalankan pidananya). 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua 
macam, yaitu: 
1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada 
pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari 
kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat 
kejahatan harus dibalas dengan pidana yang  
merupakan suatu bencana atau kerugian yang 
seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si 
pembuat kejahatan. 
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada 
penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat 
kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh 
kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah 
seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.18 
b. Teori Tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 
pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau 
pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga 
pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara 
                                                                
18 A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, 
hlm. 142 
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lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya 
dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, 
melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. 
Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori 
absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana 
dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan 
kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik 
kembali.18 
c. Teori Gabungan 
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan 
pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori 
tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran 
teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk 
masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya 
pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat 
itu sendiri maupun kepada masyarakat.19 
Teori ini mensyaratkan bahwa pemidanaan itu selain 
memberikan penderitaan jasmani juga psikologis, yang terpenting 
adalah memberikan pembinaan dan pendidikan. 
                                                                
19 Samidjo,1985, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, hlm. 153. 
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3. Jenis-Jenis Pemidanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan 
jenis-jenis pidana termasuk dalam Pasal 10. Dibedakan dua bentuk 
pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri 
atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis 
pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan 
satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan 
dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari 
pidana tambahan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah 
sebagai berikut. 
a. Pidana Pokok, meliputi: 
1. Pidana Mati 
Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua jenis 
pidana karena dicabutnya hak untuk hidup. 
2. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi, dari 
penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana seumur 
hidup. Pidana seumur hidup tercantum dimana ada 
ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau 
penjara maksimum ialah 15 tahun). 
3. Pidana Kurungan 
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Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang mirip dengan 
pidana penjara, tetapi pidana ini jangka waktunya lebih 
pendek daripada pidana penjara. Pidana kurungan terdiri 
dari dua macam yaitu pidana kurungan prinsipal dan 
kurungan subsidair (pengganti denda). Kurungan prinsipal 
lamanya minimum 1 hari dan maksimum 1 tahun dapat 
ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan dalam hal-hal: 
Gabungan kejahatan ulangan kejahatan dan peraturan 
dalam Pasal 52 KUHP. Kurungan subsidair (pengganti 
denda) lamanya minimum 1 hari maksimum 6 bulan, dapat 
ditambah sampai 8 bulan, dalam hal-hal: Gabungan 
kejahatan dan ulangan kejahatan serta peraturan dalam 
Pasal 52 KUHP. 
4. Pidana Denda 
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua 
dari pidana penjara. Pidana denda dijatuhkan terhadap 
delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. 
Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya 
pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. 
Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika 
terdakwa tidak mampu membayar pidana denda. 
a. Pidana Tambahan, meliputi: 
1. Pencabutan beberapa hak tertentu 
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Pencabutan beberapa hak tertentu ialah suatu 
pidana di bidang kehormatan. Adapun hak-hak yang 
dapat dicabut yaitu: 
a) Hak untuk menjabat segala jabatan tertentu 
b) Hak untuk masuk Angkatan Bersenjata 
c) Hak dipilih aktif dan pasif anggota DPR, serta 
pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang 
atau peraturan umum 
d) Hak untuk menjadi penasehat, wali dan lain-lain. 
e) Hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
Perampasan barang-barang tertentu adalah 
mencabut hak milik atau suatu barang dari 
seseorang dan barang itu dijadikan milik pemerintah. 
Barang-barang ini menurut Pasal 39 KUHP dapat 
dibedakan atas dua macam yaitu : 
a) Barang-barang yang diperoleh dengan kejahatan 
misalnya uang palsu. Sedangkan apabila 
diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang 
itu hanya dirampas dalam hal-hal tertentu saja. 
b) Barang-barang yang dengan sengaja dipakai 
melakukan kejahatan misalnya senjata api yang 
dipakai untuk membunuh. 
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3. Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim yaitu putusan yang 
disebarkan secara khusus akan disiarkan lagi 
sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh 
hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat 
kabar dan sebagainya. 
Pemidanaan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. 
Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran 
HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti 
melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang 
lebih baik, yaitu memperbaiki si pelaku tindak pidana dan memulihkan 
keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar 
dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 
demikian sifat pelanggaran HAM-nya menjadi hilang. 
D. Tindak Pidana Kekerasan 
1. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan (violence) adalah ancaman atau penggunaan 
kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain. Berkaitan 
dengan kekerasan, teori belajar sosial menjelaskan bahwa anak 
mempelajari perilaku baru melalui pengamatan terhadap model, 
mengimitasi dan mempraktikkannya ke dalam perilaku nyata.20 
                                                                
20 NN, Teori Kekerasan,  http://siar.endonesa.net/utty/2008/10/31, diakses pada tanggal 
27 oktober 2016 pukul 21.42 wita. 
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Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian 
perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan 
mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan 
memberikan kesan betapa iklim solideritasan manusia belum 
sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, 
ekonomis dan sosial kepribadian bangsa.21 M. Marwan dan Jimmy 
menyatakan bahwa kekerasan adalah hal yang bersifat atau berciri 
keras yang menyebabkan cidera atau matinya orang lain kerusakan 
fisik, atau barang atau paksaan.22  
Kekerasan sudah mengakrabi kehidupan keseharian masyarakat 
kita. Penyelesaian konflik selalu saja disertai dengan tindakan 
kekerasan. Tindakan kekerasan yang kerap terjadi bukan hanya 
dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat, tetapi 
juga oleh aparat negara. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan 
menjadi 3 (tiga) yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural, dan 
kekerasan struktural. Kekerasan langsung adalah sebuah 
peristiwa(event); kekerasan struktural adalah sebuah proses; 
sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. 
Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang 
analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi 
sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan 
lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan 
                                                                
21 M. Magfur, 2003, Anatomi Kekerasan Manusia a ntara Entitas Mencinta dan 
Kematiandalam Pemikiran Pekikiran Revolusioner, Malang : QAverroes Press, hlm. 223. 
22 M. Marwan dan Jimmy P. 2009,Kamus Hukum , Surabaya : Reality Publisher, hlm. 
343. 
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garis-garis retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan 
kultural). 
Kondisi ini mengarah ke suatu citra strata kekerasan 
fenomenologi kekerasan. Kekerasan kultural merupakan strata yang 
paling dasar dan merupakan sumber inspirasi bagi kekerasan struktural 
dan kekerasan langsung. Strata berikutnya kekerasan struktural berupa 
ritme-ritme kekerasan yang melokal dan merupakan pola-pola dari 
kekerasan kultural. Puncaknya, kekerasan yang tampak oleh mata 
berupa kekerasan langsung yang dilakukan oleh manusia terhadap 
yang lain.23 
Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan 
personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat 
dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang 
dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural 
sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. 
Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, 
fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar 
yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marjinalisasi 
masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam 
mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan 
struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan 
                                                                
23Johan Galtung, 2003, Studi Perdamaian : Perdamaian  dan  Konflik Pembangunan  dan 
Peradaban, Surabaya : Pustaka Eureka, hlm. 438 
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pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau 
peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.24 
Erich Fromm menyatakan teori kekerasannya bahwa terjadinya 
kekerasan dapat dilihat dari segi instingtifistik.25 Teori tersebut 
memberikan analisis mengenai agresifitas manusia secara berbeda. Inti 
dari instingtifistik adalah untuk memahami perilaku agresi manusia 
merupakan tindakan yang terlepas dari kondisi sosial budaya atau 
lingkungan sekitarnya.26 Fromm memaparkan perilaku agresif itu dilihat 
dari teori agresi yang dimiliki oleh Lorenz, seorang etholog (biolog yang 
mempelajari tingkah laku binatang untuk diterapkan pada manusia). 
Agresi binatang, demikian Lorenz, timbul dari dorongan insting yang 
sangat kuat.27 
Teori ini hampir sama dengan apa yang dipaparkan Freud, yaitu 
bahwa agresivitas adalah insting yang didorong oleh kekuatan yang 
secara alami ada, dan harus diingat bahwa agresivitas ini tidak selalu 
ditentukan dari lingkungan eksternal; tidak selalu merupakan reaksi 
terhadap rangsangan dari luar. Bahkan, bisa jadi, rangsangan dari luar 
tersebut hanyalah merupakan instrumen dan mediator sifat agresi 
manusia, sehingga energi atau kekuatan agresivitas itu sendiri ada 
penyalurannya. Hanya, jika lingkungan eksternal tidak memiliki ruang 
dan waktu untuk mendorong energi agresi, maka secara spontan 
                                                                
24Justin Sihombing,  2005,Kekerasan   Terhadap Masyarakat   Marjinal, Yogyakarta 
Penerbit Narasi, hlm. 8-9. 
25Ibid 226 
26 Ibid 227 
27 Loc Cit 
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insting akan meledak tanpa stimulasi dari objek yang dibutuhkan 
sebagai alat penyaluran tadi. Bagi Lorenz, agresi kebinatangan yang 
dimiliki manusia justru akan lebih membahayakan dan menjadi lebih 
liar, sebab agresi telah ditransformasikan menjadi ancaman dan bukan 
merupakan media untuk kehidupan yang damai.28 
2. Pengertian Anak Menurut undang-undang 
Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan 
yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga 
merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan 
dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, 
meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan menurut psikologi, anak 
adalah periode perkembangan yang merenteng dari masa bayi hingga 
usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan 
periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun 
sekolah dasar.29 
Berikut beberapa pengertian anak menurut Undang-Undang dan 
para ahli:30 
1. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan “Anak adalah orang laki-laki atau wanita 
yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.”  
                                                                
28 Loc Cit 
29 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak , diakses pada tgl 27 Oktober 2016, pukul 22.25 
WITA  
30 http://dunkdaknyonk.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-
uu.html?m=1 , diakses pada tanggal 26 Oktober 2016, pukul 23.10 WITA  
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 
angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan.”  
3. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang 
Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”  
4. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak  Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang 
dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) 
tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah kawin.” 
5. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas 
perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan.”  
6. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “Anak adalah seseorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin.”  
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7. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak “Anak adalah setiap manusia 
yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali 
berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan 
bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”  
8. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM 
Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di 
bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut 
adalah demi kepentingannya.”  
9. Menurut Pasal 45 KUHP “Anak yang belum dewasa apabila 
seseorang tersebut belum berumur 16 (enam belas) tahun.” 
10. Menurut Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata “Seseorang yang 
belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya 
belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali seseorang 
tersebut telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) 
tahun.”  
11. Menurut Agama Islam “Anak adalah manusia yang belum 
mencapai akil baliq (dewasa), laki-laki disebut dewasa ditandai 
dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan 
masturbasi, jika tanda-tanda tersebut sudah nampak 
berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan 
sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.” 
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12. Menurut John Locke “Anak merupakan pribadi yang masih 
bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang 
berasal dari lingkungan.”  
13. Menurut Agustinus “Anak tidaklah sama dengan orang 
dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang 
dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan 
pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-
anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang 
diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.”  
14. Menurut Dra. Suryana “Anak adalah rahmat dan amanat Allah, 
penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur 
kebahagiaan, tempat bergantung dihari tua, penyambung cita-
cita, dan sebagai makhluk yang harus di didik.” 
15. Menurut Nurhayati Pujiastuti “Anak adalah buah hati orang 
tuanya, tempat orang tua menaruh harapan ketika tua dan 
tidak mampu kelak.” 
Pemahaman mengenai anak yang dianggap sebagai individu 
yang belum dewasa tercermin dari tingkah pola perilaku anak yang 
identik kematangan yang dimilikinya, baik itu kematangan jasmani yakni 
postur tubuh maupun kematangan rohani yakni meliputi kematangan 
rasional, emosional, moral, dan sosial yang tidak dimilikinya selayaknya 
orang dewasa.  
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Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak merumuskan secara 
eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada 
pasal : Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun 
yaitu :  
Pasal 45 menyatakan :  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 
(enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si 
tersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau 
pemeliharaannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman; 
yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah 
satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 
492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 536, dan 540 dan 
perbuatan itu dilakukan sebelum lalu dua tahun sesudah 
keputusan terdahulu yang menyalahkan dia melakukan salah 
suatu pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau menghukum 
anak yang bersalah itu.”  
Sedangkan Pasal 72 menyatakan :  
1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, 
dilakukan pada orang yang umunya belum cukup enam 
belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang 
yang dibawah penilikan (curetele) orang bukan dari sebab 
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keborosan, maka selama dalam keadaan-keadaaan itu, 
yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam 
perkara sipil.  
2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus diadukan, 
maka penuntutan boleh dilakukan atas pengaduan wali 
yang mengawasi atau curator (penilik) atau majelis yang 
menjalankan kewajiban wali pengawas atau yang 
menjalankan kewajiban curator itu, atas pengaduan istri, 
seorang kaum keluarga dalam turunan yang lurus, atau 
kalau tidak ada batas pengaduan kaum keluarga dalam 
turunan yang menyimpang sampai derajat ketiga.31 
3. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 
Kejahatan kekerasan bila ditinjau dari segi bahasa berasal dari 
kata dasar “keras”. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan 
menunjukkan kata sifat keras pada suatu kegiatan. Kekerasan dapat 
diartikan sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 
menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan 
kerusakan fisik bagi orang lain. 
Di dalam KUHP tidak diberikan pengertian secara otentik tentang 
apa dimaksud dengan kekerasan. Hanya saja, dalam Pasal 89 KUHP 
disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, 
membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). 
                                                                
31 Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta, 
Rajawali Pers, hlm. 3   
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Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya 
dilakukan terhadap orang saja, tetapi kekerasan juga dapat dilakukan 
dengan cara-cara melakukan pengrusakan terhadap barang, 
penganiayaan terhadap hewan, melemparkan batu-batu kepada rumah, 
dan lain sebagainya. 
Akan tetapi, pengertian mengenai kekerasan dalam konteks 
anak yang berhadapan dengan hukum dapat kita temukan dalam 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. Di dalam pasal 1 angka 15a Undang-undang 
tersebut dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap 
anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk 
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 
secara melawan hukum. 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang menjadi korban 
tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak 
pidana.  
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Adapun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 
Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 
77-90. 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan 
Kejahatan kekerasan di dalam KUHP tidak diatur dalam satu bab 
khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam beberapa bab Kejahatan 
kekerasan dapat digolongkan adalah sebagai berikut : 
a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (pasal 338-350 KUHP) 
b. Kejahatan penganiayan (pasal 351-358 KUHP) 
c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan 
(pasal 365 KUHP) 
d. Kejahatan terhadap kesusilaan (khususnya pasal 285 KUHP) 
e. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena 
kealpaan (pasal 359-367 KUHP) 
E. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam  
1. Pengertian Senjata Tajam  
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita 
memberikan pengertian Senjata dan Tajam sebagai berikut :  
a. Senjata diartikan :  
Alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang 
(Keris, Tombak, dsb) (1976; 817) Tajam diartikan :  
1. Bermata tipis, halus, dan mudah mengiris, melukai dsb 
(tentan Pisau, Pedang, dsb)  
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2. Runcing, berujung lancip.  
Tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan 
senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu :  
1) Senjata pemukul  
2) Senjata penikam  
3) Senjata penusuk  
Melihat pengertian-pengertian di atas penulis berkesimpulan 
bahwa senjata tajam adalah alat yang terbuat dari benda yang bekas 
dan mempunyai ujung yang runcing yang biasa digunakan untuk 
menusuk, mengiris, dan biasa digunakan untuk melakukan kejahatan.  
2. Penggunaan Senjata Tajam ditinjau dari Undang-Undang 
Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Api  
Seperti yang telah penulis utarakan di atas bahwa perbuatan 
dapat dikatakan suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu 
mengandung 4 (empat) unsur penting yaitu sebagai berikut :  
a. Perbuatan itu melawan hukum  
b. Perbuatan itu merugikan masyarakat  
c. Perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana  
d. Pelaku perbuatan itu diancam dengan pidana.  
Suatu perbuatan belum mempunyai atau belum mencocoki 
keempat unsur itu, maka belum dikatakan bahwa perbuatan tersebut 
adalah suatu tindak pidana.  
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Jelaslah disini bahwa memiliki, membawa senjata tajam apalagi 
menggunakan merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar 
ketentuan Undang-undang, disebabkan karena telah ada ketentuan 
yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 
tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :  
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan 
dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”  
Persoalan Kriminalitas khususnya membawa ataupun 
menggunakan senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, 
sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.  
Menghindari keadaan yang kacau dan untuk melindungi ketertiban 
masyarakat, maka pemerintah membuat peraturan perundang-
undangan membawa senjata tajam, dengan mencantumkan lembaran 
Negara Tahun 1951 Nomor 78 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951, terkhusus pada Pasal 2 yang mengatur tentang senjata 
tajam.  
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Terciptanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang 
termuat dalam Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 78 tersebut, 
maka para pembuat Undang-undang menganggap bahwa berdasarkan 
asas yang menyatakan “semua orang dianggap mengetahui atau 
paham Undang-undang”.  
Kenyataannya anggapan para pembuat Undang-undang keliru 
sebab masih banyak dari pelaku yang terlibat penyalahgunaan senjata 
tajam belum mengetahui dan paham peraturan tersebut terutama pada 
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang 
menyatakan :  
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-
nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk 
pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan 
dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan 
sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib 
(merkwaardigheid).” Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pernyataan 
Soedarto,32 yang menyatakan :  
Dewasa ini diragukan sekali adagium yang fiktif itu, sebab 
kenyataannya tidaklah mungkin orang mengetahui semua aturan dalam 
undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang penjahat pun tahu 
akan segala peraturan meskipun itu menyangkut jabatannya. Adilkah 
                                                                
32  Sudarto. 1977. Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hlm.12 
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kalau kita mengharapkan dari rakyat biasa untuk mengetahui segala 
aturan dalam undang-undang. Saya tidak yakin bahwa seorang pejabat 
pun tahu akan segala peraturan meskipun itu menyangkut jabatannya.  
Terlepas dari semua anggapan di atas, maka tidak berarti bahwa 
hak-hak setiap warga Negara dibatasi, apabila ternyata Senjata Tajam 
tersebut digunakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sah, 
seperti yang kita ketahui Senjata Tajam biasa digunakan oleh penjagal 
sapi, dan pedagang pisau di pasar, para petani di sawah-sawah, 
anggota Pramuka, Pejabat Pemerintah yang menjalankan tugas seperti 
Pamong Praja, Hansip, dan sebagainya.  
Padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut adalah senjata 
tajam, tapi undang-undang darurat memberikan pengecualian seperti 
yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Lagi pula biasanya pelanggaran 
peraturan Undang-Undang Darurat tersebut dapat diketahui setelah 
terjadi tindak pidana lain, seperti pembunuhan dan penganiayaan, serta 
perkelahian yang menggunakan senjata tajam terjadi. Dimana diketahui 
bersama perbuatan tersebut dikenal dengan nama Concursus, yakni 
penggabungan dua tindak pidana.  
Tetapi kenyataannya berbagai kasus kejahatan seperti 
Pembunuhan dan Penganiayaan, Perampokan, serta Perkelahian yang 
dilakukan dengan menggunakan sejata yang lazim digunakan untuk 
melakukan pekerjaan rumah.  
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Berdasarkan beberapa kenyataan tersebut maka sesuai 
pernyataan dengan Andi Hamzah, bahwa alat-alat atau senjata tajam 
seperti :  
a. Barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib  
b. Alat untuk pekerjaan rumah  
c. Alat untuk keperluan pertanian  
Bila digunakan untuk melakukan kejahatan maka dapat dikenakan 
sanksi pidana sesuai Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 
1951. Hal ini dapat kita lihat pada pernyataan di bawah ini :  
“Barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Karena 
justru barang-barang itu menjadi fungsi, sebagai senjata dan sebagai 
untuk melakukan pekerjaan. Bahkan di daerah barang-barang itulah 
banyak kali dipakai sebagai senjata dalam melakukan delik 
pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.”  
Jadi, berdasarkan ketentuan di atas memiliki senjata tajam untuk 
disimpan sebagai benda milik pribadi dalam rumah adalah mencocoki 
Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 atas dugaan memiliki 
senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana paling 
lama 10 tahun. Tersangka tetap melanggar pasal tersebut sekalipun 
menyimpan atau menyembunyikan senjata penusuk tersebut di rumah. 
Pembahasan di atas ditegaskan bahwa tidak ada pengecualian 
terhadap alat atau barang bila digunakan sebagai senjata dalam suatu 
aksi Kejahatan, seperti Pembunuhan, Perampokan, Perkelahian , 
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bahkan Perkosaan tetap akan dikenakan sebagai sanksi Pidana. 
Apalagi perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat termasuk 
penganiayaan terhadap anak dan jelas-jelas telah diancam dengan 
Hukuman Pidana.  
F. Concursus (Gabungan Tindak Pidana)  
1. Pengertian Concursus  
Dalam KUHP gabungan melakukan tindak pidana sering 
diistilahkan dengan Samenloop van Strafbare Feiten yaitu satu orang 
yang melakukan beberapa peristiwa pidana.33 Sedangkan Mas’ad 
Ma’shum memberikan definisi gabungan melakukan tindak pidana ini 
dengan beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.34 
Menurut Kami lain lagi, beliau lebih suka memakai istilah “delik 
tertindih tepat” oleh karena pada Concursus tersebut nampak beberapa 
delik yang tertindih tepat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pembuat.35 
Pengertian di atas, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu 
tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan 
mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang.  
Pada delik penyertaan (Delneming) terlibat beberapa orang dalam 
satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan 
beberpa perbuatan atau Concursus terdapat beberapa perbuatan yang 
dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam 
                                                                
33 Utrech, E. 1994. Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas ,Surabaya. hlm. 137 
34 Mas’ad Ma’shum. 1989. Hukum Pidana I, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta. Hlm. 122 
35 Farid, Zainal Abidin. 2007. Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 105 
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Recidive. Akan tetapi dalam Recidive, beberapa perbuatan pidana yang 
telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan 
telah mengulang kembali melakukan kejahatan.  
2. Jenis – jenis Concursus  
Gabungan satu perbuatan atau Concursus idealis atau eendaadse 
samenloop yaitu gabungan suatu perbuatan apabila seseorang 
melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan itu ia 
melakukan pelanggaran atas beberapa peraturan pidana.36 
Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu:  
“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan 
pidana, maka hanyalah satu saja dari ketentuan itu yang dipakai, jika 
pidana berlain, maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana 
pokoknya”.  
Gabungan satu perbuatan (Concursus idealis) menurut Pasal 63 
ini adalah melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya termasuk 
beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara 
yang satu tanpa menghapuskan yang lain (condition sine quanon).  
Istilah lain dari gabungan beberapa perbuatan ini adalah 
meerdadse samenloop. Dasar hukum dari gabungan beberapa 
perbuatan terdapat dalam Pasal 65, yaitu:  
                                                                
36 Anwar, Moch. 1986. Beberapa Ketentuan Dalam Buku Pertama KUHP, Alumni, 
Bandung. hlm. 54 
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(1) Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-
masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan 
masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam 
dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja 
yang dijatuhkan.  
(2) Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang 
diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh 
lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.  
Dari pasal 65 di atas maka terdapat lebih dari satu perbuatan 
yang diancam pidana, dari sini maka dapat diketahui bahwa apabila 
terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan akan 
mendapatkan satu hukuman saja dengan syarat hukuman itu sejenis 
seperti hukuman penjara dengan hukuman penjara.  
Dalam Concursus realis ini, KUHP mengenal tiga bentuk 
perbarengan, yaitu :  
1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis 
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang 
tidak sejenis  
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya 
berdiri sendiri.  
Dari tiga bentuk Concursus realis ini maka sistem hukuman yang 
dipakai antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada 
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itu muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat 
ringannya hukuman yang nantinya akan dijatuhkan.37 
Perbuatan Berlanjut atau Voortgezette Handeling (Pasal 64 
KUHP) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan 
(kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada 
hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu 
perbuatan berlanjut. Syarat “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut” adalah :  
1. Harus ada satu niat; 
2. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama 
macamnya; 
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak 
terlalu lama.  
3. Sistem Penjatuhan Pidana Pada Concursus  
Concursus sendiri berarti perbarengan yang menggambarkan 
adanya kebersamaan. Kebersamaan ini maksudnya adalah 
pemeriksaan seorang terdakwa atau lebih berdasarkan beberapa 
ketentuan pidana yang telah dilanggarnya. Secara bersama dalam satu 
perkara, dengan begitu masalah utamanya adalah nanti ketika 
penjatuhan pidana  
                                                                
37 Sakidjo, Arwan dan Bambang Poernomo. 1990. Hukum Pidana Dasar Aturan Umum 
Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalla Indonesia, Jakarta. hlm. 168 
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Dalam Concursus idealis menganut sistem pemidanaan Absorbs 
atau penyerapan. Dalam absorbsi ini pidana yang dijatuhkan bagi 
seseorang yang telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu 
hanyalah satu jenis hukuman. Dimana hukuman tersebut seakan-akan 
menyerap semua hukuman-hukuman yang lain yang diancamkan 
kepada orang tersebut. Pada umumnya hukuman yang dimaksud 
adalah hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang 
diancamkan. Alasan yang menjadi dasar aturan ini adalah setiap satu 
perbuatan hanya boleh dijatuhi satu hukuman.  
Perbuatan berlanjut yang dasar hukumnya adalah Pasal 64 (1) , 
yaitu:  
“Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, 
meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang 
digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”.  
Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut maka apabila 
terdapat 2 atau lebih ketentuan pidana dalam kejahatan atau 
pelangaran maka yang digunakan ialah satu ketentuan saja yakni 
ketentuan yang terberat pidana pokoknya. Dalam hal ini berarti dianut 
sistem absorbs sebagaimana dalam gabungan satu perbuatan yaitu 
sistem penyerapan dimana hukuman yang berat seakan-akan 
menyerap hukuman yang ringan.  
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Concursus realis ini, KUHP mengenal tiga bentuk perbarengan, 
yaitu :38 
1. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana sejenis  
2. Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang 
tidak sejenis  
3. Perbarengan pelanggaran dengan masing-masing pidananya 
berdiri sendiri.  
Dari ketiga bentuk Concursus realis ini maka sistem yang dipakai 
antar satu dengan yang lainnya berbeda. Berangkat daripada itu 
muncul tiga ketentuan yang dipakai untuk menentukan berat ringannya 
hukuman yang nantinya akan dijatuhkan. Adapun ketiga ketentuan 
tersebut adalah :  
1. Sistem absorbsi yang dipertajam  
2. Sistem kumulasi terbatas  
3. Sistem kumulasi murni  
Perbarengan kejahatan yang diancamkan dengan pidana sejenis 
sebagai hukuman pokok dengan masing-masing dikenakan hukuman 
penjara atau pidana kurungan ataukah pidana denda saja, maka dalam 
masalah ini dikenakan sistem hukuman absorbs yang dipertajam, 
artinya hukuman yang dijatuhkan ialah jenis hukuman yang terberat 
dengan tidak melebihi hukuman maksimum yang terberat yang 
ditambah sepertiganya. Sedangkan maksud dipertajam ialah adanya 
                                                                
38Ibid 
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ketentuan atau batas sepertiga daripada hukuman maksimum yang 
dijatuhkan. 
Perbarengan kejahatan yang diancam dengan pidana yang tidak 
sejenis, untuk masing-masing perbuatan berari harus dijatuhi hukuman 
secara sendiri-sendiri Adanya penjumlahan terhadap jumlah hukuman-
hukuman yang nantinya akan dijatuhkan berarti telah dianut sistem 
kumulasi. Namun sistem kumulasi yang dianut adalah sistem kumulasi 
yang terbatas artinya dalam penerapan sistem kumulasi ini dibatasi 
oleh maksimum hukuman tidak boleh melebihi dari ancaman pidana 
pokoknya yang terberat ditambah sepertiganya. 
G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut 
Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
selanjutnya disebut KUHAP, yang menyatakan bahwa pernyataan 
hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 
berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum 
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.39 
Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini 
memberikan pertimbangan, pertimbangan pertimbangan tersebut 
sebagai berikut:  
1. Pertimbangan Yuridis  
a. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana  
                                                                
39 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana, suatu pengantar, Yogyakarta, Mahakarya 
Rangkang, hlm. 369   
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Undang-undang membedakan antara dasar-dasar 
pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana 
khusus. Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan 
yang berlaku untuk segala macam tindak pidana baik tindak pidana 
yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur diluar 
KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan 
berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada 
tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:  
1. Dasar pemberatan karena jabatan  
Pemberatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. 
Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada 
keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai 
negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik 
dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) 
memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan 
karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena 
jabatan.  
2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana 
bendera kebangsaan  
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan 
sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) 
KUHP yang menyatakan: “Bilamana pada suatu waktu 
melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik 
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Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah 
sepertiga.” Alasan pemberatan pidana ini terletak pada 
penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat 
mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa 
yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga 
oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si 
pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan. 
3. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (Recidive) 
Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan 
dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat 
berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan 
syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. 
Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari 
ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan 
sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487, dan 488. KUHP 
harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu 
harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah 
dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau 
ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak Negara 
untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan 
kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 
(lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya 
pidana yang dijatuhkan.  
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Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah 
pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas 
ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal 
sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan 
mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar 
pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak 
pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. 
Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara 
lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 
375, dan lain sebagainya. 
b. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana  
Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap 
si pembuat dalam undang-undang terbagi atas 2 (dua), yaitu dasar-
dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya 
pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, 
sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. 
Dasar diperingannya pidana umum, yaitu:  
1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997  
Dasar peringanan pidana umum adalah sebab pembuatnya 
anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah mencapai 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah menikah.  
2. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan 
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Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan 
Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si 
pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada 
kejahatan yang bersangkutan.  
Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini 
tersebar dalam Pasal-pasal KUHP. Contohnya tindak pidana 
pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang 
diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek pencurian 
itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari Rp.250,00 (dua ratus 
lima puluh rupiah). 
2. Pertimbangan Sosiologis  
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, 
kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) 
hasil penyempurnaan tim intern Kementrian Kehakiman, dapat 
dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib 
dipertimbangkan hal-hal berikut:  
1. Kesalahan pembuat tindak pidana;  
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana;  
4. Sikap batin si pembuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak 
pidana;  
58 
 
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak 
pidana;  
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
dan  
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji penulis melakukan penelitian dengan memilih 
lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bulukumba dengan 
pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut relevan dengan masalah 
yang akan diteliti. Dalam hal ini, perlu suatu penelusuran secara 
sistematis terhadap instansi tersebut dalam memberikan keadilan 
kepada pelaku kejahatan dan korban kejahatan karena instansi 
tersebut sebagai institusi yang membuat putusan pidananya. Selain 
melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bulukumba, penulis juga 
mengumpulkan data dan informasi di tempat yang menyediakan bahan 
pustaka seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.  
B. Jenis dan Sumber Data  
Adapun jenis dan sumber data yang penulis lakukan dalam 
penelitian ini yaitu diperoleh melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan, yang dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis data yaitu : 
1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung 
di lokasi penelitian, dimana data tersebut diperoleh dengan 
melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu 
Hakim Pengadilan Bulukumba.  
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2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (Library Research) baik melalui 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku ilmu hukum, karya-
karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet, media 
cetak, dokumen-dokumen, termasuk pula data yang bersumber 
dari Pengadilan Negeri Bulukumba serta bacaan lainnya yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.  
C. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
data dan informasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui 
metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode 
penelitian lapangan (Field Research).  
1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan 
pustaka yang ada hubungannya dengan kasus ini, baik berupa 
buku-buku ilmu hukum, karya-karya ilmiah, peraturanperundang-
undangan , internet, media cetak serta dokumen-dokumen guna 
mengumpulkan data dan informasi.  
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian 
yang dilakukan dengan mengadakan observasi atau terjun 
langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data-
data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dengan 
teknik wawancara yakni melakukan tanya jawab dengan nara 
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sumber dan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang diangkat dalam tulisan ini.  
D. Analisis Data  
Data-data yang telah diperoleh baik data primer dan data 
sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan 
menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh di lapangan guna 
menghasilkan suatu kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah pada hasil 
penelitian nantinya.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kasus Penganiayaan 
Terhadap Anak Dan Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam (Studi 
Kasus Putusan No. 99/Pid.sus/2015/PN.BLK) 
1. Identitas Terdakwa 
Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan 
mengadili perkara-perkara pidana termasuk pidana khusus telah 
menjatuhkan putusan perkara atas nama Terdakwa RYAN 
AFRILYAN HL BIN ABDUL HALIK, Tempat lahir Bulukumba, 29 
April 1996 , Umur 19 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, 
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Katombong 
Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten 
Bulukumba, Agama Islam, Tidak Bekerja. 
2. Kasus Posisi 
Putusan Pidana Khusus No.99/Pid.sus/2015/PN.BLK tentang 
sebuah kasus mengenai Penganiayaan Terhadap Anak Dan 
Tanpa Hak Memiliki Senjata Tajam yang dilakukan seorang pria 
bernama Ryan Afrilyan Hl Bin Abdul Halik, awalnya sebelum 
kejadian saksi korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 
dan 11 (sebelas) bulan bermain Play Station di Rental PS Zam-
zam dan setelah bermain kemudian saksi korban bersama 
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BURHANUDDIN pergi berbomncengan mengendarai sepeda 
motor untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan 
sesampainya di depan toko dan ketika baru saja sepeda motor 
berhenti tanpa disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban 
tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa mendekati saksi 
korban dan saksi BURHANUDDIN dengan membawa sebilah 
badik Makassar dan ketika sudah dekat maka kemudian dari arah 
belakang dengan posisi saksi korban masih duduk di atas sepeda 
motor terdakwa langsung saja menikam sebilah badik Makassar 
yang sudah terdakwa pegang yang panjangnya kurang lebih 25 
(dua puluh lima) centimeter ke arah punggung saksi korban 
sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung bagian atas 
sebelah kanan pada bagian atas dan pada bagian bawah 
kemudian setelah merasa ditusuk oleh terdakwa saksi korban 
bermaksud turun daru sepeda motornya dan ketika baru mau 
turun saksi korban menoleh ke arah belakang dan melihat dengan 
jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya ke arah saksi 
korban sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai bagian bawah ketiak 
kiri saksi korban hingga akhirnya saksi korban pergi 
menyelamatkan diri karena takut oleh terdakwa yang pada saat itu 
,asih menghunusukan badiknya hendak ditikam kembali ke arah 
tubuh saksi korban (saksi anonym). 
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Pada saat kejadian yaitu tanggal 02 Mei 2015 saksi korban 
(saksi anonym) masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 
(sebelas) bulan oleh karena saksi dilahirkan pada tanggal 09 Mei 
1997 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1399/CS/VII/2000 
tanggal 04 Juli Tahun 2000 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Kepala Kantor Pencatatan Sipil Drs. H A MAKKASAU PAGUNAI. 
Akibat perbuatan terdakwa maka kemudian saksi korban 
(Saksi anonym) mengalami: 
 Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan 
ujung lancip. 
 Luka pertama  : Panjang dua centimeter, lebar 
nol koma lima centimeter. 
 Luka kedua : panjang satu centi meter, lebar nol 
koma dua centi meter. 
 Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada daerah 
bawah ketiak kiri, panjang dua centi meter, lebar nol 
koma lima centi meter. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus perkara Penganiayaan Terhadap Anak Dan Tanpa 
Hak Memiliki Senjata Tajam dengan Nomor Register Perkara 
PDM-41/BLK/Epp.2/07/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dan surat 
pelimpahan perkara Acara Perkara Pemeriksaan Biasa tanggal 9 
Juli 2015, yang dilakukan oleh terdakwa Ryan Afrilyan Hl Bin 
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Abdul Halik oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk 
dakwaan alternatif serta kumulatif. Dakwaan yang didakwakan 
ialah : 
- Pertama : Melanggar  Pasal  80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C 
Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, atau: 
- Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP. Dan; 
- Kedua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 
Tahun 1951 LN 1951 No. 78 
Untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum di 
persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah 
badik Makassar yang panjangnya kira-kira 25 (dua puluh lima) cm, 
Hasil visum Et Repertum Nomor  :06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015 
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten 
Bulukumba, dan Bukti Surat berupa Akte Kelahiran saksi korban 
dan terdakwa yang dapat disita secara sah karena dapat 
digunakan untuk memperkuat pembuktian. Berdasarkan dakwaan 
Penuntut Umum disertai dengan alat bukti dan barang bukti yang 
ada maka terdakwa dituntut dengan Pasal  80 ayat 1 jo. Pasal 76 
huruf C Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan Melanggar 
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Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 LN 1951 No. 78 
tentang Senjata Tajam. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktian unsur dakwaan 
alternatif dan kumulatif yang didakwakan kepada terdakwa 
tersebut dinyatakan terbukti yaitu melanggar Pasal  80 ayat 1 jo. 
Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
Unsur : Barang Siapa 
Yang  dimaksud  dengan  barang  siapa  adalah  mengacu  
kepada  subyek  hukm  yang  dalam  arti  orang  atau  sekelompok  
orang  sebagai  suatu  pelaku  tindak  pidana  yang  dilakukannya  
dapat dipertanggungjawabkannya  di  depan hukum.  
Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak menyatakan  bahwa Setiap Orang adalah 
orang perseorangan atau korporasi, terdakwa dalam perkara ini 
telah diajukan oleh Penuntut Umum selaku orang yang didakwa 
telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam uraian 
dakwaan dakwaan Penuntut Umum. 
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Bahwa dalam perkara tersebut telah diajukan terdakwa Ryan 
Afrilyan HL Bin Abd. Halik yang selama proses persidangan, telah 
secara tegas menerangkan mengenai identitas dirinya dan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut 
Umum yang telah diajukan kepadanya, berkaitan dengan apakah 
terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik merupakan orang 
perseorangan yang bertanggung jawab dan atau mampu untuk 
bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, hal tersebut berkaitan pertimbangan unsur-unsur 
selanjutnya dari ketentuan pasal yang didakwakan kepada 
terdakwa. 
Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas 
dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. 
Halik adalah termasuk dalam pengertian setiap orang  dalam 
kedudukannya sebagai orang perseorangan yang merupakan 
penyandang hak dan kewajiban yang dalam perkara aquo sebagai 
terdakwa, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti 
secara sah menurut hukum. 
Unsur : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh 
melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap 
Anak; 
Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana 
yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-
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Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, menyatakan:  
“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang 
berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
ﬁsik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum” 
 
Dalam dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum 
sebagai berikut:  
Bahwa saksi  ( saksi anonym ) pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 
2015 pukul 21 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang 
berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai 
merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 
Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping 
kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada 
saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi Rahmat Saleh 
pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan 
dibawah ketiak kiri, terdakwa menikam saksi ( saksi anonym ) 
dengan menggunakan badik jenis badik makassar dengan 
panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang juga telah 
dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan. 
Pada saat ditikam oleh terdakwa saksi ( saksi anonym ) 
masih duduk diatas disadel sepeda motor bagian belakang, 
sedangkan saksi Burhanuddin duduk sadel bagian depan, saksi ( 
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saksi anonym ) dan saksi Burhanuddin mengenali wajah  orang 
yang menikam saksi (saksi anonym ) dengan menggunakan 
badik, yaitu terdakwa. 
Saksi Burhanuddin melihat saksi ( saksi anonym ) ditikam 
pada bagian bawah ketiak sebelah kiri, akibat penikaman yang 
dilakukan oleh terdakwa saksi ( saksi anonym ) mengalami luka 
sesuai dengan hasil Visum et Repertum, Nomor: 06/RSUD-
BLK/VER/06.V/2015, dengan Hasil Pemneriksaan yang pada 
pokoknya sebagai berikut:  
Pemeriksaan Luar: 
 Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan 
jung lancip; 
 Luka Pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma 
lima centi meter; 
 Luka Kedua: panjang satu centi meter, lebar nol koma 
dua centi meter; 
 Luka dengan tepi ratadan ujung lancip pada daerah 
bawah ketiak kiri panjang dua centi meter, lebar nol 
koma lima centi meter; 
Setelah saksi ( saksi anonym ) ditikam oleh terdakwa saksi ( 
saksi anonym ) lari menyelamatkan diri kesalah satu rumah warga 
yang ada di sekitar tempat kejadian dan saat itu terdakwa 
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mengejar saksi ( saksi anonym ) dengan membawa badik yang 
digunakan untuk menikam. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan, juga dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan 
Pidana Anak menyatakan Anak yang Menjadi Korban Tindak 
Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami 
penderitaan ﬁsik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana. Fakta hukum yang terungkap Di 
persidangan sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama ( 
saksi anonym ) yang menerangkan pada pokoknya saksi anonym 
Lahir di Bulukumba pada tanggal 9 Mei 1997, sehingga jika 
kaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana saksi ( saksi 
anonym ) pada saat ditikam oleh terdakwa masih berusia 17 tahun 
11 bulan, dengan demikian saksi ( saksi anonym )  pada saat 
ditikam oleh terdakwa masih berdudukan sebagai anak yang 
menjadi korban dari suatu tindak pidana. 
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Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana 
tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian kekerasan, maka 
perbuatan terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap 
saksi Rahmat Saleh  merupakan suatu perbuatan yang telah 
menimbulkan penderitaan secara ﬁsik yaitu adanya luka 
sebagaimana hasil Visum et Repertum, Nomor: 06/RSUD-
BLK/VER/06.V/2015, dengan hasil pemeriksaan serta 
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum 
sebagaimana yang telah diuraikan di atas, unsur menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
melakukan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi secara sah 
menurut hukum. 
Karena keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Kumulatif 
Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan dengan 
ditambah dengan adanya keyakinan hakim, maka terdakwa 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana “Kekerasan Terhadap Anak” 
Terkait dengan dakwaan kumulatif kedua yang unsur-
unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur Barang siapa; 
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
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mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata 
penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen); 
Unsur : Barang siapa 
Terhadap unsur barang siapa dari pasal yang disangkakan 
akan dirumuskan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 
Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diajukan oleh 
Penuntut Umum selaku orang yang didakwa telah melakukan 
suatu tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan 
Penuntut Umum, dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Ryan 
Afrilyan HL Bin Abd. Halik yang dalam proses persidangan juga 
dalam putusan, telah secara tegas menerangkan mengenai 
identitas dirinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya. 
Berkaitan dengan apakah terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin 
Abd. Halik merupakan orang perseorangan yang bertanggung 
jawab dan atau mampu untuk bertanggung jawab atas suatu 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya menurut penulis yang 
setalah membaca pendapat Majelis Hakim hal tersebut berkaitan 
pertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari ketentuan pasal yang 
73 
 
didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan pada pertimbangan 
tersebut di atas dapat dismipulkan bahwa terdakwa Ryan Afrilyan 
HL Bin Abd. Halik adalah termasuk dalam pengertian setiap orang  
dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan yang 
merupakan penyandang hak dan kewajiban yang dalam perkara a 
quo sebagai terdakwa, dengan demikian unsur barangsiapa telah 
terbukti secara sah menurut hukum. 
Unsur : tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 
menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai 
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
(slag-, steek-, ofstootwapen) 
Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum 
sebagai berikut: 
Saksi  ( saksi anonym ) pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 
pukul 21 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang 
berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai 
merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 
Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko di samping 
kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada 
saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi ( saksi anonym ) 
pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan di 
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bawah ketiak kiri, terdakwa menikam saksi ( saksi anonym ) 
dengan menggunakan badik jenis badik makassar dengan 
panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang juga telah 
dijadikan sebagai barang bukti Di persidangan Bahwa badik 
tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membawa badik 
tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta tidak 
terbukti bahwa badik tersebut digunakan untuk menjaga diri 
namun untuk melukai orang lain. 
Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas maka unsur  unsur tanpa hak mempergunakan atau 
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, telah 
terpenuhi secara sah oleh perbuatan terdakwa. 
Selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan 
pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun 
alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka 
terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal 
dengan kesalahannya. 
Mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, oleh 
karena dalam perkara ini terdakwa telah terbukti melakukan 
beberapa tindak pidana maka masing-masing tindak  pidana 
tersebut dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga 
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana 
pokok yang sejenis maka dijatuhkan satu pidana dengan 
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maksimum pidana yang dijatuhkan dapat diperberat sepertiga dari 
maksimum ancaman pidana pokok yang terberat. 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan   Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  Nomor  Register  
PDM-41/R.4.22/Epp.2/08/2015  intinya  meminta  majelis  Hakim  
Pengadilan Negeri Bulukumba  yang  memeriksa  dan  mengadili  
perkara  ini  memutuskan:  
1. Menyatakan terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik 
bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau 
turut serta melakukan kekerasan terhadap anak 
“sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 
ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI No. 35 
Tahun 2014 Tenang Perubahan Atas Undang-Undang RI. 
Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan 
Tidak Pidana Memasukan Ke Indonesia, Membuat, 
Menerima, Memcoba memperoleh menyerahkan atau 
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 
sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata 
penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
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Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 
1951; 
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ryan Afrilyan HL 
Bin Abd. Halik dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) 
tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 
dengan perintah supaya   terdakwa tetap ditahan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
 1 (satu) bilah badik Makassar yang panjangnya kira-
kira 25 (dua puluh lima) cm, dirampas untuk 
dimusnahkan; 
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 5. Amar Putusan 
Dalam Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK Hakim 
memutuskan: 
1. Menyatakan Terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. 
Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak Pidana “Kekerasan terhadap 
Anak” Dan Tindak Pidana “Tanpa Hak  Membawa 
Senjata Tajam” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Afrilyan 
HL Bin Abd. Halik oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (Dua) Tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: Badik Makassar 
yang panjangnya 25 cm (dua puluh lima centi meter), 
dirampas untuk dimusnahkan;  
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa 
sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); 
Putusan  tersebut  dibacakan  dengan  dihadiri  oleh  
terdakwa  dan  penuntut  umum. 
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Adapun  hal-hal  yang  meringankan  terdakwa  pada  
perkara  antara  lain: 
6. Analisis Penulis 
Surat  dakwaan  adalah  dasar  atau  landasan  
pemeriksaan  perkara  di  dalam  siding  pengadilan  
sedangkan  surat  tuntutan  adalah  surat  yang  berisi  
tuntutan  penuntut  umum  terhadap  suatu  tindak  pidana.  
Adapun  jenis-jenis  dakwaan  yang  dibagi  menjadi  5 
(lima)  yaitu:  
1. Dakwaan  tunggal , yaitu  hanya  satu  jenis  tindak  
pidana  saja yang  didakwakan  kepada  terdakwa, 
yakni melanggar ketentuan  pasal  tersebut.  
2. Dakwaan  kumulatif,  yaitu  banyak  dakwaan atau  
banyak  pelanggaran  (banyak pasal)  
3. Dakwaan alternatif,  yaitu  ada  beberapa  banyak  
dakwaan tetapi  hanya  satu  yang  harus  dibuktikan  
tergantung  dari  hasil  persidangan.  
4. Dakwaan  subsidaritas  (bersusun),  dakwaan  yang  
bersusun  yaitu  dakwaan  primer  (yang  harus 
dibuktikan terlebih dahulu  atau dari  segi  ancaman  
pidana)  dan  dakwaan  subsidair.  Perkara  yang  
sama  tidak  bisa  dilakukan  dua  kali  berdasarkan 
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fakta-fakta  di  persidangan  atau  beberapa  tindak  
pidana.  
5. Dakwaan  gabungan  (kombinasi)  dari  dakwaan  
kumulatif,  dakwaan  alternatif  dan  dakwaan  
subsidaritas.  
Seorang  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  membuat  
surat  dakwaan  dan  surat  tuntutan  yang  membuat  
terdakwa  suatu  tindak  pidana  tidak  dapat  lolos  dari  jerat  
hukum.  Hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  tidak  
boleh  menyimpang  dari  apa  yang  disebutkan  jaksa  dalam  
surat  dakwaan.  Penulis  kemudian  akan  mengomentari  
putusan  Nomor 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK secara  umum, 
mulai  dari  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  tuntutan  
Jaksa  Penuntut  Umum  apakah  perbuatan  terdakwa  telah  
memenuhi  syarat  pemidanaan  atau   belum.  
Dalam  perkara  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  membuat  
surat  dakwaan alternati dan  kumulatif.  Sebab  berisikan  3 
dakwaan dengan  jenis  tindak  pidana  yang  didakwakan  
kepada  terdakwa,  yakni  melanggar Pasal  Pasal  80 ayat 1 
jo. Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 351 KUHP, dan 
Undang-undang  Darurat No.12 Tahun 1951, LN  1951  No. 78  
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Tentang  Senjata  Tajam.  Perumusan  dakwaan  alternatif  ini  
dikarenakan  berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  materi  
perkara  ini  terdapat  3 dakwaan seperti yang telah penulis 
sebutkan di atas, dakwaan pertama dan kedua merupakan 
dakwaan alternatif yang pada dasarnya menyangkut tentang 
tindak pidana yang sejenis sehingga hakim diberikan 
kewenangan untuk memilih pasal yang mana yang akan 
digunakan  dan dalam dakwaan tersebut  hakim memilih untuk  
membuktikan  Pasal  80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C Undang 
Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, atau Pasal 351 KUHP, dan Undang-undang  Darurat 
No.12 Tahun 1951, LN  1951  No. 78  Tentang  Senjata  
Tajam. 
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  
persidangan  serta  diperkuat  dengan  adanya  alat  bukti  
berupa  keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  dan  
memperhatikan  barang  bukti  yang  diajukan  oleh  Jaksa  
Penuntut  Umum  di persidangan  dan  semua  itu  dapat  
dipandang  saling  berhubungan  satu  sama  lain  maka  
majelis Hakim  telah  mempertimbangkan  bahwa  unsur-unsur  
dari  pasal  yang  didakwakan  telah  sesuai  dengan  fakta-
fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan  tersebut.   
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Fakta-fakta  tersebut  adalah  dimana  Ryan Afrilyan HL 
Bin Abd. Halik telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  
penganiayaan atau kekerasan terhadap anak,  yaitu  dengan  
melakukan penusukan badik Makassar ke bagian tubuh saksi 
korban yang masih di bawah umur sebanyak 3 (tiga) kali 
dengan bukti sebilah badik, keterangan saksi, terdakwa, serta 
bukti surat yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal  
80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I No. 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menggunakan 
senjata tajam untuk melukai saksi korban sebagaimana  diatur  
dan  diancam   pidana  dalam  Pasal 2 ayat (1)  Undang-
undang  Darurat  No.12  tahun  1951 , LN 1951 no.78 tahun  
1951.  
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  maka  terdakwa  
dinyatakan bersalah,  oleh  sebab  itu  terdakwa  harus  
dihukum  sesuai  dengan  perbuatannya dan  tidak  melebihi  
dari  yang  diancamkan, sebagaimana  fakta-fakta  yang  
terungkap  dalam  persidangan. Selain  itu,  biaya  yang  
timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada terdakwa,  
agar  sesuai  dengan  tujuan pemidanaan  yaitu  perlindungan  
masyarakat dan pengurangan  tingkat  kejahatan pelaku.  
Oleh  sebab  itu  Majelis  Hakim  juga  harus  memperhatikan  
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bahwa  perbuatan  terdakwa  sangat  dipengaruhi oleh kondisi  
lingkungan dan dendam kepada saksi korban  sehingga  
terdakwa  kehilangan  pengendalian  diri  untuk  menginsafi  
bahwa   perbuatannya  dapat  merugikan  orang  lain  
khususnya  kepada  saksi  korban.  Sebagai  dampak  dari  
keadaan  tersebut  juga  berpengaruh  pola  prilaku  individu  
dari  masyarakat  dalam  berinteraksi  dengan  individu  
lainnya,  serta  dalam  pelanggaran  pasal  dalam Undang-
undang  Darurat  1951,  dalam  hal  ini  juga  perlu  
diperhatikan  apakah senjata  tajam  tersebut  dinyatakan  
sebagai  alat  bukti   karena  ada  pada  saat  ditangkap,  atau  
pada  waktu  melakukan  kejahatan. Hal  tersebut merupakan  
suatu  pernyataan  dari   hasil  wawancara  langsung  dengan   
salah  satu  hakim  anggota  yaitu  Yusti Cinianus Radjah, SH. 
di  Pengadilan  Negeri Bulukumba. Demikian disini  sudah  
jelas  bahwa  jika  ditinjau  dari  posisi  kasus  bahwa  senjata  
tajam  digunakan  pada  saat  melakukan  kejahatan 
khususnya kekerasan terhadap anak. 
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B. Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Pidana  
terhadap Tindak  Pidana   Penganiayaan Terhadap Anak Dan  
Tanpa  Hak  Memiliki  Senjata  Tajam 
1. Pertimbangan Hukum Hakim 
Hakim  sebelum  memutuskan   suatu  perkara  
memperhatikan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan  
para  saksi  yang  hadir  dalam  persidangan,  keterangan  
terdakwa, alat  bukti,  syarat  subjektif  dan  objektif  seseorang  
dapat  dipidana.  Dalam  amar  putusan,  hakim  menyebutkan  dan  
menjatuhkan  sanksi  berupa  : 
1. Menyatakan Terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. 
Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak Pidana “Kekerasan terhadap 
Anak” Dan Tindak Pidana “Tanpa Hak  Membawa 
Senjata Tajam” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Afrilyan 
HL Bin Abd. Halik oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (Dua) Tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
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5. Menetapkan Barang Bukti berupa: Badik Makassar 
yang panjangnya 25 cm (dua puluh lima centi meter), 
dirampas untuk dimusnahkan. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut : 
1. Mempertimbangkan  bahwa  kejadian  tersebut  
terjadi  pada  Sabtu 2  Mei  2015  
2. Bahwa  terdakwa  dalam  melakukan  kekerasan 
terhadap anak dalam hal ini saksi korban yaitu 
menusukkan sebilah badik ke tubuh saksi korban 
dilakukan  dengan  menggunakan senjata tajam  
korban  dengan  senjata  tajam. 
3. Hakim  mempertimbangkan  berkas  perkara  atas  
nama  terdakwa.  
4. Hakim  mempertimbangkan  barang  bukti  yang  
diajukan  dalam  persidangan  dan  telah  dibenarkan  
oleh  terdakwa 
5. Bahwa  hakim  mempertimbangkan  tuntutan  Jaksa 
Penuntut  Umum  dengan  nomor  registrasi  PDM-
41/R.4.22/Epp.2/08/2015  
6. Hakim  mempertimbangkan  bahwa  atas  dakwaan  
Penuntut  Umum  tersebut  terdakwa  tidak  
mengajukan  keberatan. 
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7. Hakim  mempertimbangkan   keterangan  dari  saksi-
saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  di  
bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  
menerangkan  : 
Dakwaan: 
KESATU : Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin ABD 
HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita atau 
pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam 
tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan toko 
samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu 
Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Bulukumba, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap saksi korban (saksi 
korban) yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, 
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai 
berikut:  
Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban yang 
masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan 
sedang bermain Play Stasion di Rental PS Zam-zam dan setelah 
selesai bermain kemudian saksi korban bersama saksi 
BURHANUDDIN pergi berboncengan mengendarai sepeda motor 
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untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan sesampainya 
di depan Toko dan ketika baru saja sepeda motor berhenti tanpa 
disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban tiba-tiba dari arah 
belakang datang terdakwa mendekati saksi korban  dan saksi 
BURHANUDDIN dengan membawa sebilah badik makassar dan 
ketika sudah dekat maka kemudian dari arah belakang dengan 
posisi saksi korban  masih duduk diatas sepeda motor terdakwa 
langsung saja menikamkan sebilah badik Makassar yang 
sebelumnya sudah terdakwa pegang yang panjangnya kurang 
lebih 25 ( Dua puluh lima ) Centi meter kearah punggung saksi 
korban  sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung bagian 
atas sebelah kanan pada bagian atas dan pada bagian bawah 
kemudian setelah merasa ditusuk oleh terdakwa saksi korban  
bermaksud turun dari sepeda motornya dan ketika baru mau turun 
itulah saksi korban  menoleh ke arah kebelakang dan melihat 
dengan jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya 
kearah saksi korban  sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai pada 
bagian bawah ketiak kiri saksi korban  hingga akhirnya saksi 
korban  pergi menyelamatkan diri karena takut oleh terdakwa yang 
pada saat itu masih menghunuskan badiknya hendak ditikamkan 
kembali ke arah tubuh saksi korban (saksi anonym ). 
Bahwa pada saat kejadian yaitu tanggal 02 Mei 2015 saksi 
korban ( saksi anonym ) masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 
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dan 11 (Sebelas) bulan oleh karena saksi korban dilahirkan pada 
pada tanggal 09 Mei 1997 berdasarkan Akte kelahiran Nomor 
1399/CS/VII/2000 tanggal 04 Juli Tahun 2000 yang di buat dan 
ditanda tangani oleh kepala kantor pencatatan sipil Drs. H A 
MAKASSAU PAGUNAI.  
Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kemudian saksi 
korban ( saksi anonym )mengalami:  
 Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan 
ujung lancip. 
 Luka pertama : panjang dua centi meter, lebar nol 
koma lima centi meter.  
 Luka kedua : panjang satu centi meter, lebar  nol 
koma dua centi meter. 
 Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada daerah 
bawah ketiak kiri, panjang dua centi meter, lebar nol 
koma lima centi meter.  
Sesuai dengan visum et revertum Nomor : 06/RSUD-
BLK/VER/06.V/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda 
tangani oleh dr. A FITRIANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit 
Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan 
kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I 
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No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Atau, Kedua : Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin 
ABD HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita 
atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain 
dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan 
toko samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu 
Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Bulukumba, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, 
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
Kekerasan terhadap Anak yaitu terhadap saksi korban (saksi 
korban) yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, 
atau secara rinci disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 351 KUHP. 
Dan, KEDUA : Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin 
ABD HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita 
atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain 
dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan 
toko samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu 
Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat 
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
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Bulukumba, Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, 
menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, 
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, 
atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata 
penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan 
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :  
Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban ( saksi 
anonym ) sedang bermain Play Stasion di Rental PS Zam-zam 
dan setelah selesai bermain kemudian saksi anonym bersama 
saksi BURHANUDDIN pergi berboncengan mengendarai sepeda 
motor untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan 
sesampainya di depan Toko dan ketika baru saja sepeda motor 
berhenti tanpa disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban 
(saksi anonym)tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa 
mendekati saksi korban (saksi anonym) dan saksi 
BURHANUDDIN dengan membawa sebilah badik makassar dan 
ketika sudah dekat maka kemudian dari arah belakang dengan 
posisi saksi korban (saksi anonym) masih duduk diatas sepeda 
motor terdakwa langsung saja menikamkan sebilah badik 
Makassar yang sebelumnya sudah terdakwa pegang yang 
panjangnya kurang lebih 25 ( Dua puluh lima ) Centi meter kearah 
punggung saksi korban ( saksi anonym ) sebanyak 2 (dua) kali 
yaitu mengenai punggung bagian atas sebelah kanan pada bagian 
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atas dan pada bagian bawah kemudian setelah merasa ditusuk 
oleh terdakwa saksi korban ( saksi anonym )bermaksud turun dari 
sepeda motornya dan ketika baru mau turun itulah saksi korban 
(saksi anonym) menoleh ke arah kebelakang dan melihat dengan 
jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya kearah saksi 
korban (saksi anonym) sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai pada 
bagian bawah ketiak kiri saksi korban (saksi anony) hingga 
akhirnya saksi korban (saksi anonym) pergi menyelamatkan diri 
karena takut oleh terdakwa yang pada saat itu masih 
menghunuskan badiknya hendak ditikamkan kembali ke arah 
tubuh saksi korban ( saksi anonym ).  
Bahwa Terdakwa dalam hal memasukan ke Indonesia 
membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, 
membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sebilah badik 
tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang. 
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat 1 UU R.I No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 
1951. 
- Menimbang,  bahwa  dakwaan  terhadap  terdakwa  
tersebut  disusun  secara alternatif kumulatif,  oleh  
karena  itu  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  
dakwaan alternatif kesatu dan  kedua  yang  tercantum  
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dalam  Pasal  2  ayat (1)  Undang-undang  Darurat 
No.12  Tahun  1951, LN 1951 No.78 tahun 1951  tentang  
senjata  tajam.  
- Menimbang,  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap   
di  persidangan ,  yang  didasarkan   atas  keterangan  
saksi-saksi  dan  keterangan  terdakwa  serta  barang  
bukti  yang  telah  dimuat  didalam  Berita  Acara  
Persidangan  , ternyata  satu  dengan  yang  lain  
terdapat  persesuaian,  sehingga  karenanya  Majelis  
Hakim  berpendapat  bahwa  unsur-unsur  dalam  pasal  
tersebut  telah  terpenuhi. 
- Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal-hal  yang  telah  
dipertimbangkan  tersebut  di  atas,  maka  Majelis  
Hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  tersebut  telah  
terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  
melakukan  tindak  pidana  Kekerasan terhadap anak  
dan   tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam  sebagaimana  
dalam  dakwaan alternatif kesatu  dan  dakwaan   kedua.  
- Menimbang,  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  di  
persidangan  tidak  ditemukan  hal-hal  yang  
meniadakan  kesalahan  terdakwa  baik  berupa  alasan  
pembenar  maupun  alasan  pemaaf sehingga perbuatan 
terdakwa harus  dipertanggungjawabkannya.  
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- Menimbang,  bahwa  atas  barang  bukti  berupa  : 1 
(satu)  bilah  badik Makassar.  
- Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  sebelum  
menjatuhkan pidana  yang  setimpal  dengan  kesalahan  
terdakwa  maka  perlu  dipertimbangkan  hal-hal  yang  
memberatkan  dan  meringankan  bagi  terdakwa  
sebagai   berikut : 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma 
agama dan norma yang berlaku di masyarakat; 
 Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program 
pemerintah dalam memberikan perlindungan 
terhadap anak; 
 Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ( saksi 
anonym ) terluka; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya; 
 Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan 
putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; 
2. Amar Putusan 
Dalam  amar  putusan Dalam  perkara  nomor  
99/Pid.Sus/2015/PN.BLK  hakim  memutuskan : 
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1. Menyatakan Terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. 
Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan Tindak Pidana “Kekerasan terhadap 
Anak” Dan Tindak Pidana “Tanpa Hak  Membawa 
Senjata Tajam” 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Afrilyan 
HL Bin Abd. Halik oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (Dua) Tahun; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani 
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 
yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; 
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: Badik Makassar 
yang panjangnya 25 cm (dua puluh lima centi meter), 
dirampas untuk dimusnahkan. 
Putusan tersebut dibacakan dimuka sidang yang dihadiri 
oleh terdakwa dan penuntut umum. 
3. Analisis Penulis 
Hakim dalam pertimbangannya sebelum kemudian 
menjatuhkan  putusan haruslah mencerminkan rasa keadilan dan 
wajib berkeyakinan teguh berdasarkan alat-alat bukti  yang  sah  
dan  berdasarkan  keadilan   yang  tidak  bertentangan  dengan  
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Pancasila  serta undang-undang yang mengatur perbuatan yang 
dilakukan. Seberat atau seringan apapun  pidana yang dijatuhkan 
oleh  Majelis  Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak 
melebihi batas  maksimum dan minimum pemidanaan yang 
diancamkan oleh pasal  dalam undang-undang tersebut.  
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dan Tanpa Hak 
Memiliki Senjata Tajam ini termasuk dalam jenis Concursus Realis 
dimana dua tindak pidana yang sifatnya berdiri sendiri, dengan  
sistem pemidanaannya ialah absorbsi dipertajam karena diancam  
dengan pidana pokok yang sejenis. Berdasarkan hasil penelitan  
penulis di Pengadilan Negeri Bulukumba dan hasil wawancara  
secara tidak langsung dengan hakim anggota Yusti Cinianus 
Radjah, S.H. bahwa putusan hakim harus dapat memenuhi unsur 
keadilan bagi setiap pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai 
yang objektif yang tidak dapat diukur dengan standar apapun juga, 
maka  dari itu sebelum menjatuhkan putusan pidana, Hakim  
mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, sisi 
korban kejahatan, keluarga pelaku dan korban kejahatan serta  
lingkungan masyarakat yang tentunya diresahkan oleh kejadian  
tersebut. Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan dampaknya  
terhadap korban yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan 
mengingat kondisi psikologi korban yang termasuk anak di bawah 
umur. 
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Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan dari sisi  
pelaku bahwa selama proses berjalannya perkara dalam  
persidangan pelaku bersikap sopan, jujur, dan belum pernah 
melakukan perbuatan pidana yang berkekuatan hukum tetap.  
Banyak hal yang  menjadi  pertimbangan  hakim dalam 
menjatuhkan  putusan terhadap perkara pidana yang salah satunya  
adalah  pertimbangan bahwa pelaku masih muda dan masih 
potensi untuk memperbaiki dirinya.    
Namun kembali lagi bahwa putusan hakim yang harus  
dijatuhkan seadil-adil nya tersebut berdasarkan alat bukti yang sah  
dan keterangan saksi yang telah disumpah, yang kedua hal 
tersebut  saling bersesuaian serta keyakinan hakim dalam 
memutuskan  suatu  perkara tersebut. 
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BAB  V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan  rumusan  masalah  hasil  penelitian  dan  
pembahasan  maka  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut : 
1. Dengan  adanya  pembuktian  mengenai  unsur-unsur   yang  
didakwakan  dan  fakta-fakta  yang  terungkap dalam  
persidangan  yang  diperoleh  berdasakrkan  alat  bukti  
keterangan  saksi-saksi,  keterangan  terdakwa  maka  
secara  sah, hasil  Visum Et  Repertum  dan  meyakinkan  
telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  “Kekerasan 
terhadap anak  dan  tanpa  hak  memiliki  senjata  tajam”  
sebagaimana  yang  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  
Pasal 80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I No. 
35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I 
No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  dan  Pasal  2 
ayat (1)  Undang-undang  Darurat  No.12 tahun  1951, LN 
no.78  tahun  1951 tentang  senjata  tajam  dimana  
penjatuhan   pidananya  ialah yakni  pidana  penjara  paling  
lama  2 (dua)  tahun  dan  terdakwa  akan  dikenakan  biaya  
perkara  sesuai  yang  telah  disebutkan  dalam  amar  
putusan.  
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2. Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  
pelaku  kekerasan terhadap anak  yang  didasarkan  
penilaian  objektif  dari  hakim   yang  memeriksa  dan  
mengadili  perkara  tersebut  yaitu  latar  belakang  terpidana  
apakah  sudah  pernah  melakukan  tindak  pidana  atau  
belum pernah  melakukan  tindak  pidana.  Hakim  juga  
harus  memperhatikan  bahwa  perbuatan  terdakwa  sangat  
mempengaruhi  orang  lain  yang  tentunya merasa  dirugikan  
terutama  saksi  korban  Selain  itu   dalam  menjatuhkan  
pidana  kepada terdakwa  yang  harus  diperhatikan  hal-hal  
memberatkan  dan meringankan  serta  tujuan  pemidanaan   
itu yang  semua  berada  dalam  putusan. Misalnya  
pertimbangan  kepada  terpidana  kasus  kekerasan ini  
hakim  melihat  dalam  berkas-berkas  perkara  bahwa  
terdakwa  belum  pernah  melakukan  tindak  pidana,  
bersikap  sopan  dan  jujur  selama  persidangan  dan  sudah  
dimaafkan. Serta  terdakwa  telah  mengakui  dan  menyesali  
semua  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan   
mengulanginya   lagi.  
B. Saran-saran  
Berdasarkan  dari  kesimpulan  diatas,  maka  penulis  
mengajukan  saran  sebagai  berikut :  
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1. Sebaiknya   Para  Penegak  Hukum  lebih  memberikan  
masukan-masukan  atau  sumbangan  pemikiran  dalam  
proses  penyelesaian  kasus  ini dimana terdapat inkonsistensi 
penegak hukum baik kejaksaan maupun hakim yang 
menangani perkara tersebut. Penggunaan konkursus yang 
seharusnya membuat hukuman terdakwa lebih berat dinafikan 
oleh kejakasaan dalam penuntutan maupun hakim dalam 
memutuskan. 
2. Kepada  pihak  yang  terkait  dalam  penyelesaian  kasus  ini  
sebaiknya  lebih  memberikan  ketentuan  penjatuhan  sanksi 
yang  lebih  spesifik,  khususnya  dalam  pelanggaran  
Undang-undang  Darurat  mengenai  Senjata  Tajam,  apakah  
senjata  tajam  tersebut  ada  pada  saat  diperiksa , atau  
digunakan  dalam  kejahatan  tersebut, Majelis  Hakim  
sebaiknya  memberikan  pertimbangan  dalam  penerapan  
sanksi  terhadap  terdakwa  sesuai  dengan  perbuatannya. 
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